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BABIV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Kabupaten Aceh Tengah 

1. Aspek Geografis dan Demografis 

Kabupaten Aceh T engah adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, 

Indonesia. Ibu kotanya adalah Takengon, sebuah kota berhawa sejuk yang berada di 

salah satu bagian punggung pegunungan Bukit Barisan yang membentang sepanjang 

Pulau Sumatera. 

Kabupaten Aceh Tengah secara geografis terletak di 410 -458 LU dan 9618 

9622 BT dengan beribukota di Takengon ini memiliki luas wilayah keseluruhan 

4.318,39 km terbagi menjadi 14 Kecamatan dan 2 desa. Batas batas wilayah 

Kabupaten Aceh Tengah yaitu: 

Sebelah utara Berbatasan langsung dengan Kabupaten Bener Meriah dan 

Kabupaten Bireun 

Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues 

Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Pidie, 

dan Kabupaten Nagan Raya 

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur 

2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 

Aceh Tengah dikenal pula dengan sebutan Negeri Antara memang memiliki 

kekayaan alam yang melimpah.Topografi yang bergunung-gunung dan tanah yang 
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subur memberikan keuntungan bagi usaha pertanian.Kabupaten ini memang masih 

menggantungkan ekonominya dari pertanian.Kopi menjadi andalan utama, 

penanaman kopi memang sudah dikenal penduduk sejak zaman Belanda. Selain 

karena cocok tumbuh di daerah yang berhawa sejuk harganya pun relatif Iebih tinggi. 

Komoditi unggulan Kabupaten Aceh Tengah yaitu sektor pertanian dan jasa. 

Sektor pertanian komoditi unggulannya adalah sub sektor tanaman perkebunan 

dengan komoditi kakao, kopi, kelapa dan nilam. Sub sektor pertanian komoditi yang 

diunggulkan berupa komoditi jagung dan Ubi kayu, Pariwisatanya yaitu wisata alam 

dan budaya 

B. Sejarah Singkat Universitas Gajah Putih 

Dalam surat keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tengah 

Nomor 42114/06/1984 Bahwa Universitas Gajah Putih Takengon didirikan atas dasar 

harapan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. Dimana awal berdirinya universitas ini 

masih Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian. 

Pada awal tahun 2008 PTGP dikembangkan menjadi Universitas dengan SK 

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia dengan Nomor: 144/D/2008 

Tanggal 18 Juli 2008 menjadi 4 Fakultas yaitu Pertanian, Ekonomi, Teknik dan 

Fisipol serta 9 Program Studi yaitu Fakultas Pertanian dengan program studi Agro­

Industri, Agri-Bisnis, Budidaya perairan dan Peternakan. Fakultas ekonomi dengan 

program studi Manajemen dan Ekonomi pembangunan. Fakultas Teknik dengan 

Program Studi Teknik Informatika. Fakultas Fisipol dengan Program studi 

Komunikasi dan Tata Negara. 
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C. Kebijakan Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Universitas Gajah Putih 

Bagaimana peran kantor Pertanahan dan Pemerintah Daerah didalam 

penyelesaian masalah pertanahan yang mempunyai kepastian hukum dan mengikat 

para pihak pihak terkait. Melakukan pengembangan penyelesaian masalah pertanahan 

melalui musyawarah yang dapat diterima oleh para pihak 

Walaupun secara kuantitas sengketa atau permasalahan pengadaan tanah 

cukup rendah, namun karena menyangkut atau bersinggungan dengan hak azasi 

manusia maka permasalahan pengadaan tanah mendapat sorotan yang cukup tajam 

dari berbagai elemen masyarakat.Lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) No 36/2005 

sebagai akibat banyaknya proyek infrastruktur yang tidak terselesaikan karena ulah 

spekulan dan sebagian kecil masyarakat yang nakal Padahal, pemerintah sudah 

berketetapan mempercepat pembangunan, yang memprioritaskan infrastruktur, 

supaya berdampak ikutan bagi kegiatan ekonomi 

Mencermati fenomena permasalahan pengadaan tanah yang ada, kehadiran 

Perpres Nomor 36 tahun 2005 bersifat parsial karena persoalan mendasar adalah 

kondisi yang sengaja dibuat juga negara tidak mampu membayar utang luar negeri 

sehingga negara donor dapat menyetirnya. Salah satu bentuk kendali negara pemberi 

utang adalah prinsip pengadaan infrastruktur yang menguntungkan mereka yang 

membuat negara terutang terikat dan harus mengadakan pembebasan tanah demi 

kepentingan negara donor.Perpres No 36/2005 masih merupakan upaya mengatasi 

gejala dan tidak menuntaskan inti persoalan, yakni keadilan lewat reformasi agraria. 

Sampai saat ini psikologi masyarakat dan kelompoknya terlalu apriori 

terhadap ketentuan baru yang mengatur kepentingan umum, padahal dalam suasana 
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perubahan ini kepentingan Bangsa yaitu pembangunan dan kepentingan yang lebih 

besar harus diutamakan dengan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat 

perseorangan.Oleh karena itu menurutnya, Pemerintah perlu menetralisir dan dan 

memberikan penjelasan yang utuh terhadap masyarakat yang masih apriori dan 

traumatis atas bayang-bayang masa lalu (orde baru) yang menimbulkan prasangka 

dan kekecewaan publik berulang kembali sebaiknya disamping sosialisasi secara 

gencar juga perlu dilaksanakan konsultasi publik. 

D. Teori Kebijakan Tanah 

RUU pengadaan tanah yang telah disahkan telah mengandung paradigma baru 

secara lebih berkemanusiaan, demokratis dan adil, namun juga harus tetap menjamin 

kelancaran pengadaan tanah dalam pembangunan untuk kepentingan umum. 

Semangat ini setidaknya dapat dilihat dan dipahami, dari hal-hal sebagai berikut : 

1. Definisi pengadaan tanah menurut Pasal I angka 2, adalah kegiatan 

menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil 

kepada pihak yang berhak. Kata "layak dan adil" dalam definisi tersebut 

mencerminkan adanya paradigma baru yang menjamin dan menghormati yang 

berhak. Kata "pihak yang berhak" juga menjawab berbagai persoalan terhadap 

pelepasan tanah yang diatasnya terdapat bangunan, tanaman dan benda-benda 

lain yang berkaitan dengan tanah tersebut namun belum tentu merupakan hak 

dari pemilik tanah, bisa saja milik penyewanya, penggunanya, pengolahnya, 
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pengelolanya dan sebagainya. Aturan ini belum ditemukan pada Keppres No. 

55 Tahun 1993 dan Perpres No.36 Tahun 2005 

2. Pasal 1 angka 3, menyebutkan bahwa pihak yang Berhak adalah pihak yang 

menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah. Jadi yang menguasai obyek 

pengadaan tanah belum tentu sekaligus sebagai memiliki obyek pengadaan 

tanah telah masuk dalam definisi pihak yang Berhak. Pasal 1 angka 4, 

menyebutkan objek pengadaan tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan 

bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau 

lainnya yang dapat dinilai. Dari 2 definisi ini dapat diharapkan adanya 

pemberian ganti rugi yang adil kepada pihak-pihak yang berhak atas 

pemberian ganti kerugian yang seringkali memicu potensi kontlik 

3. Definisi kepentingan umum adalah kepentingan bang sa, negara, dan 

masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar­

besarnya untuk kemakmuran rakyat Pada draft naskah akademik RUU ini 

definisi kepentingan umum belum termuat Pada Perpres No. 36 Tahun 2005 

pengertian kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar lapisan 

masyarakat Definisi kepentingan umum dalam RUU yang disahkan tersebut 

ternyata lebih memiliki kejelasan dengan menekankan adanya kepentingan 

bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah. 

4. Diperkenalkannya instrumen konsultasi publik dalam proses pengadaan tanah 

untuk kepentingan umum, sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 angka 8 yang 

menyebutkan bahwa konsultasi publik adalah proses komunikasi dialogis atau 

musyawarah antarpihak yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman 
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dan kesepakatan dalam perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan 

untuk kepentingan. Dengan konsultasi publik ini instansi yang memerlukan 

tanah menjelaskan antara lain mengenai rencana pembangunan dan cara 

perhitungan ganti kerugian yang akan dilakukan oleh penilai pertanahan. 

5. Pencantuman asas pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang meliputi 

1 0 asas yaitu : 

a. Asas Kemanusiaan, adalah pengadaan tanah harus memberikan 

perlindungan serta menghormati terhadap hak asasi manusia, harkat, dan 

martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara 

proporsional. 

b. Asas Keadilan, adalah memberikan jaminan penggantian yang layak 

kepada Pihak yang Berhak dalam proses pengadaan tanah sehingga 

mendapatkan kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang 

lebih baik. 

c. Asas Kemanfaatan, adalah hasil pengadaan tanah mampu memberikan 

manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara. 

d. Asas Kepastian, adalah memberikan kepastian hukum tersedianya tanah 

dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan dan memberikan 

jaminan kepada Pihak yang Berhak untuk mendapatkan ganti kerugian 

yang layak. 

e Asas Keterbukaan, adalah bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan 

dilaksanakan dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk 

mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pengadaan tanah. 
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f Asas Kesepakatan, adalah bahwa proses pengadaan tanah dilakukan 

dengan cara musyawarah para pihak tanpa unsur paksaan untuk 

mendapatkan kesepakatan bersama. 

g. Asas Keikutsertaan, adalah dukungan dalam penyelenggaraan pengadaan 

tanah melalui partisipasi masyarakat baik secara langsung maupun tidak 

langsung sejak perencanaan sampai dengan pembangunan. 

h. Asas Kesejahteraan,adalah bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan 

dapat memberikan nilai tambah bagi kelangsungan kehidupan pihak yang 

berhak dan masyarakat secara luas. 

1. Asas Keberlanjutan, adalah kegiatan pembangunan dapat berlangsung 

secara terus menerus, berkesinambungan untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan. 

J. Asas Keselarasan, adalah bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan 

dapat seimbang dan sejalan dengan kepentingan masyarakat dan 

Negara.Asas kemanusiaan pada draft RUU naskah akademik sebelumnya 

belum termuat. Dimuatnya tambahan asas kemanusiaan dan ditempatkan 

paling awal telah menegaskan adanya prinsip kemanusiaan yang harus 

dipatuhi dalam setiap pengadaan tanah untuk kepentingan umum, selain 

mematuhi 9 asas lainnya Secara mudah argumentasinya dapat dijelaskan 

bahwa meski pengadaan tanah untuk kepentingan umum bersifat wajib 

atau keharusan bagi pemerintah untuk mewujudkannya, namun harus tetap 

memperhatikan sisi kemanusiaan bagi yang berhak. 
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6. Adanya penegasan tujuan dari pengadaan tanah untuk kepentingan umum 

yang dimuat Pasal 3, yaitu bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan 

pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, 

negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak 

yang Berhak. 

7. Cakupan pengadaan tanah yang digunakan untuk kepentingan umum dalam 

pembangunan telah dipertegas dalam Pasal 10 dengan jumlah 18 item. Dilihat 

dari materinya merupakan penegasan dan penyempurnaan cakupan dari Pasal 

5 Perpres 63 Tahun 2005 yang memiliki 21 item, dan perpres 65 tahun 2006 

dengan 7 item. Ke 18 item cakupan pengadaan tanah untuk kepentingan 

umum tersebut adalah meliputi • 

a. Pertahanan dan keamanan nasional 

b. Jalan umum, jalan to!, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan 

fasilitas operasi kereta api; 

c. Waduk, bendungan, bending, mgas1, saluran air mmum, seluran 

pembuangan air dan sanitasi, bangunan pengairan lainnya 

d. Pelabuhan, Bandar udara, dan terminal 

e. Infrastruktur minyak, gas dan panas bumi, meliputi transmisi dan atau 

distribusi minyak, gas dan panas bumi 

f Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik 

g. Jaringan telekomunikasi and informatika 

h. Tempat pembuangan dan pengolahan sampah 

1. Rumah sakit pemerintah atau pemerintah daerah 
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J. Fasilitas keselamatan umum 

k. Tempat pemakaman umum pemerintah atau pemerintah daerah; 

L Fasilitas keselamatan umum 

m. Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau public 

n. Cagar alam dan eagar budaya 

o. Kantor pemerintah atau pemerintah daerah atau desa 

68 

p. Penataan pemukiman kumuh perkotaan atau konsolidasi tanah, serta 

perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa 

q Prasarana pendidikan atau sekolah pemerintah atau pemerintah daerah 

r Prasarana olah raga Pemerintah atau Pemerintah Daerah 

s. Pasar umum dan lapangan parkir umum. 

8. Pasal 11 mengatur bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum wajib 

diselenggarakan oleh pemerintah dan tanahnya selanjutnya dimiliki 

Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Jika yang memerlukan BUMN maka 

tanah untuk kepentingan umum menjadi milik BUMN. 

9. Pasal 12 mengatur bahwa pembangunan untuk kepentingan umum wajib 

diselenggarakan Pemerintah, dan dapat bekerjasama dengan BUMN, BUMD, 

atau Badan Usaha Swasta. Dalam hal pembangunan pertahanan dan keamanan 

nasional maka pembangunannya diseler1ggarakan sesuai dengan ketentuan 

perundang -undangan. 

10. Tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui 

a Perencanaan 

b. Persiapan 
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c. Pelaksanaan 

d. Penyerahan hasil, yang rincian pengaturannya dibahas dalam pasal-pasal 

selanjutnya. 

11. Penilaian besarnya ganti kerugian oleh Penilai dilakukan per bidang tanah, 

meliputi: 

a. Tanah 

b. Ruang atas tanah dan bawah tanah 

c. Bangunan 

d. Tanaman 

e. Benda yang berkaitan dengan tanah 

f Kerugian lain yang dapat dinilai. Dalam bagian penjelasan diterangkan 

bahwa yang dimaksud "Kerugian lain yang dapat dinilai" adalah kerugian 

nonfisik yang dapat disetarakan dengan niai uang, misalnya kerugian 

karena kehilangan usaha atau pekerjaan, baiaya pemindahan tempat, biaya 

alih profesi, dan nilai atas properti sisa. 

12. Dalam hal bidang tanah tertentu yang terkena pengadaan tanah terdapat sisa 

yang tidak lagi dapat difungsikan sesuai peruntukan dan penggunaannya, 

Pihak yang berhak dapat meminta penggantian secara utuh atas bidang 

tanahnya. 

13. Perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum disusun dalam bentuk 

dokumen perencanaan pengadaan tanah, yang paling sedikit memuat : 

a Maksud dan tujuan rencana pembangunan 
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b. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan 

nasional dan daerah 

c. Letak tanah 

d. Luas tanah yang dibutuhkan 

e Gambaran umum status tanah 

f Perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah 

g. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan 

h. Perkiraan nilai tanah 

1. Rencana penganggaran. 

14. Pemberian ganti kerugian diberikan langsung kepada pihak yang berhak 

berdasar hasil penilaian yang ditetapkan dalam musyawarah atau putusan 

pengadilan atau Mahkamah Agung. Tuntutan pihak lain atas objek pengadaan 

tanah yang telah diserahkan kepada Instansi yang memerlukan tanah menjadi 

tanggung jawab pihak yang berhak menerima ganti kerugian Bilamana pihak 

yang berhak menolak bentuk atau besarnya ganti kerugian, maka ganti 

kerugian dititpkan di pengadilan negeri setempat 

15. Penitipan ganti kerugian selain disebabkan karena ditolak dari pihak yang 

berhak, juga dapat dilakukan terhadap pihak yang berhak menerima ganti 

kerugian tidak diketahui keberadaannya, objek pengadaan tanah yang akan 

diberikan ganti kerugian sedang menjadi objek perkara di pengadilan, masih 

dipersengketakan kepemilikannya, diletakkan sita oleh pejabat yang 

berwenang; atau menjadi jaminan di Bank. 
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16. Pendanaan untuk pengadaan tanah bersumber dari APBN atau APBD, dana 

internal perusahaan untuk BUMN. Dana pengadaan tanah ini digunakan untuk 

membiayai perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil, 

administrasi dan pengelolaan, dan sosialisasi. Pendanaan pengadaan tanah ini 

harus dituangkan dalam dokumen penganngaran sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

17. Hak bagi Pihak yang Berhak dalam pengadaan tanah meliputi : mengetahui 

rencana penyelenggaraan pengadaan tanah; dan memperoleh informasi 

mengenai pengadaan tanah. Setiap orang wajib mematuhi ketentuan 

pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 

18. Dalam ketentuan peralihan diatur bahwa Proses pengadaan tanah yang sedang 

dilaksanakan sebelum berlakunya UU Pengadaan Tanah ini diselesaikan 

berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya UU ini. Sisa tanah yang belum 

selesai pengadaannya dalam proses pengadaan tanah diselesaikan berdasar 

ketentuan yang diatur dalam UU ini. Peraturan perundang-undangan 

mengenai tata cara pengadaan tanah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak 

bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan ketentuan UU 

pengadaan tanah ini. 

19. Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkan UU Pengadaan tanah 

ini maka peraturan pelaksanaan UU ini harus sudah ditetapkan. 

20. UU pengadaan tanah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 
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Masyarakat harus diberi akses seluasnya untuk mengetahui perencanaan 

sebuah kawasan demi menghindari spekulasi orang-orang yang lebih dulu tahu suatu 

rencana tata guna dan tata kuasa tanah. Seperti misalnya anggota panitia pembebasan 

atau oknum birokrasi yang mengatur tata ruang ada kemungkinan menutup informasi 

serta mencoba meraih keuntungan pribadi dengan menjadi spekulan atau bekerja 

sama dengan pihak ketiga. Di hilir belum ada ketentuan kuat mengenai status 

kepemilikan hak atas tanah yang selama ini mengandalkan secarik kertas.Perlu tata 

guna dan tata kuasa tanah secara menyeluruh karena undang-undang kita tidak 

mengakui bukti-bukti tradisional.Perpres No 36/2005 ini sangat positivis, sangat 

berdasar pada persoalan legal formal. Ini melemahkan posisi masyarakat, seperti 

komunitas adat, karena hak mereka atas tanah akan terabaikan. Sehingga menurutnya 

seharusnya perpres ini muncul dalam satu paket dengan penataan ruang dan Undang­

Undang Pokok Agraria. 

Adanya UU Nomor 22 tahun 1999 pada akhirnya ditindak lanjuti dengan 

Keppres Nomor 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan 

yang menyerahkan sembilan kewenangan Pemerintah di bidang Pertanahan kepada 

Pemerintah Kabupaten dan Kota, antara lain adalah penyelenggaraan pengadaan 

tanah untuk kepentingan pembangunan. 

Peran Pemda dalam kegiatan Pengadaan Tanah cukup tinggi, seperti • 

a. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat sebelum 

kegiatan dilaksanakan 

b Melakukan inventarisasi tanah yang akan terkena kegiatan 
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c. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengena1 pentingnya 

kegiatan pengadaan tanah tersebut untuk dilaksanakan melalui pertemuan 

dengan masyarakat 

d. Mengadakan rapat dikecamatan 

e. Menfasilitasi rapat koordinasi dengan instansi terkait pelaksanaan 

pengadaan tanah tersebut. 

Akibat adanya Keppres tersebut maka segala administrasi yang berkaitan 

dengan pengadaan tanah dilaksanakan oleh Pemda, BPN sama sekali tidak memiliki 

arsip mengenai kegiatan pengadaan tanah yang ada di wilayahnya karena semua arsip 

ada di Pemerintah Daerah. Kelemahannya jika terjadi permasalahan BPN kesulitan 

untuk membantu menanganinya 

Peran BPN saat ini dalam kegiatan pengadaan tanah dapat dikatakan hanya 

membantu Pemda melaksanakan berbagai kegiatan pengadaan tanah seperti 

sosialisasi, penyuluhan dan mediasi dengan para pihak jika terjadi permsalahan, 

bahkan untuk Kabupaten 50 Kota keseluruhan kegiatan ditangani Pemda, BPN hanya 

memberikan saran atau masukan dalam pelaksanaan atau dalam rapat koordinasi. 

Adapun Koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah antara 

Pemerintah daerah dan BPN cukup baikJika ada kegiatan pengadaan tanah maka 

rapat koordinasi secara intensif dilaksanakan oleh Pemda, BPN dan instansi terkait 

yang menangamnya, kegiatan yang dilaksanakan lebih banyak difasilitasi oleh 

Pemerintah Daerah. Jika terjadi masalah maka Bupati atau Walikota akan 

menugaskan kepada asisten untuk menyelesaikan, dan asisten mengundang para 

pihak ke Kantor Bupati atau Walikota 
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Keberhasilan suatu kegiatan pengadaan tanah juga ditentukan oleh 

penyuluhan yang dilakukan apakah dapat memberikan pemahaman kepada 

masyarakat mengenai pentingnya pembangunan yang akan dilaksanakan. 

Pelaksanaan penyuluhan sebelum dilaksanakannya kegiatan pengadaan tanah 

bagi pembangunan untuk kepentingan umum frekwensinya berkisar rata-rata 3 x di 

setiap daerah, yang menjadi pelaksana dari setiap kegiatan penyuluhan adalah 

Pemerintah daerah dan instansi yang terkait dan masuk dalam kepanitiaan Pengadaan 

Tanah. Dan lokasi penyuluhan pada umumnya dilakukan dilokasi pengadaan tanah 

atau di kantor Desa tempat dilaksanakannya kegiatan pengadaan tanah. 

Pengumuman dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten atau kota, kantor 

camat dan kantor Kelurahan atau Desa setempat selama I bulan. Jika ada keberatan 

yang diajukan dalam tenggang waktu I (satu) bulan itu, yang oleh Panitia dianggap 

beralasan, maka Panitia mengadakan perubahan terhadap daftar dan peta tersebut. 

Hanya saja proses musyawarah yang terjadi tidak ada komunikasi dua arah, 

Pemerintah sudah menetapkan harga atau biaya ganti rugi yang akan diberikan, dan 

masyarakat harus bisa menerima harga ganti rugi yang ditawarkan itu. Sehingga 

musyawarah yang dilaksanakan selama ini terkesan hanya merupakan mekanisme 

formal saja, dilaksanakan namun kurang memperhatikan aspirasi pemilik tanah 

sehingga akhirnya setelah kegiatan berjalan muncul keberatan dari pemilik tanah. 

Adapun Jangka waktu musyawarah dalam Keppres Nomor 55 tahun I993 

tidak ditetapkan, hal ini berbeda dengan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 

yang menetapkan jangka waktu 90 hari dan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 

yang menetapkan jangka waktu musyawarah lebih lama yaitu I20 hari. Dari I 0 
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responden sebagian besar menyatakan kegiatan pengadaan tanah dapat diselesaikan 

dalam jangka waktu 90 hari kecuali untuk Kabupaten dan Kota Jayapura, Kota 

Surabaya dan Kab. Sidoarjo pelaksanaan musyawarah memakan waktu lebih dari 90 

hari. 

Yang sering menjadi persoalan manakala pemegang hak atas tanah menuntut 

besarnya ganti rugi atas berdasarkan harga pasar karena hal ini dinilai layak olehnya, 

sedangkan Pemerintah atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah menetapkan 

besarnya ganti rugi atas tanah berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Pajak 

Bumi Dan Bangunan (PBB) tahun terakhir karena hal ini sesuai dengan pasal 15 ayat 

1 Perpres Nomor 36 tahun 2005 Kalau dasar perhitungan ganti rugi atas tanah 

didasarkan atas NJOP PBB tahun terakhir, maka hal ini kurang memberikan 

penghargaan terhadap hak atas tanah karena NJOP PBB sangat jauh dari harga pasar. 

Ada perangkat barn yang tugasnya membantu Panitia Pengadaan Tanah dalam 

menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yaitu Lembaga atau Tim Penilai harga 

tanah. Dalam pasal 1 angka 12 Perpres Nomor 36 tahun 2005 dinyatakan bahwa 

Lembaga atau Tim Penilai harga tanah adalah lembaga atau tim yang profesional dan 

independen untuk menentukan nilai atau harga tanah yang akan digunakan sebagai 

dasar guna mencapai kesepakatan atas jumlah atau besarnya ganti rugi. 

Panitia Pengadaan Tanah dalam kegiatan pengadaan tanah jika terjadi 

permasalahan antara para pihak mengenai besaran ganti rugi kalau diperlukan 

menjadi mediator para pihak yang bersengketa, sisanya menyatakan selalu menjadi 

mediator jika terjadi permasalahan. Sebagai mediator, keputusan yang ditetapkannya 

adalah keputusan sebagai pihak ketiga yang sifatnya hanya membantu terwujudnya 
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kesepakatan diantara para pihak.Bagi mediator tidak ada kewenangan untuk 

memaksakan keputusannya agar dipatuhi oleh para pihak yang dibantunya.Adapun 

yang menjadi Kendala Panitia Pengadaan Tanah dalam pelaksanaan tugas, adalah: 

a. Norma atau peraturan 

Petunjuk pelaksanaan kurang lengkap 

Berbenturan dengan hak ulayat 

b. Personil kurang memadai, kurang keahlian 

c. Saranal Prasarana/ peta tidak memadai 

d. Pembiayaan tidak memadai, belum mendukung, terbentur anggaran 

belanja daerah 

Didalam usaha mengembangkan peningkatan mutu kuantitas dan kualitas 

Universitas Gajah Putih Takengon sebenarnya dapat dilakukan dengan caraperluasan 

area kampus sekitas Namun, menimbang sulitnya lahan akan sempitnya sekitar 

Gajah Putih yang berbatasan langsung dengan salah satu gedung yaitu Gedung Olah 

Seni (GOS) dan batasan lainnya yang langsung dengan pemukiman rumah 

masyarakat Maka, perlu kebijakan dalam pengadaan tanah untuk pengembangan 

Universtias Gajah Putih Takengon. 

Seperti gambar yang terdapat dibawah ini memperlihatkan bahwa area 

perkampusan Universitas Gajah Putih Takengon sangat sulit jika dilakukan rencana 

perluasan didaerah sekitarnya.Seperti yang telah dijabarkan karena tidak tersedianya 

lagi lahan utnuk dijadikan sebagai perluasan kampus Universitas Gajah Putih 

Takengon. 
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Gbr. 4.1: Batas sebelah barat dari Universitas Gajah Putih Takcngon 

Gambar 4.1 diatas menunjukkan bahwa batas dari sebelah barat dari kampus 

Universitas Gajah Putih Takengon berbatasan langsung atau dekat dengan salah satu 

gedung yaitu Gedung Olah Seni (GOS). Apabila perluasan tetap dilakukan, maka 

Gedung Olah Seni tersebut akan mengalami penggusuran. Penggusuran dilakukan 

terhadap Gedung Olah Seni akan menimbulkan kendala lain lagi yaitu rencana 

pengadaan tanah yang baru untuk bangunan gedung yang terkena dampak 

penggusuran tersebut 
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Gbr. 4.2: (Batas sebelah timur dari Universitas Gajah Putih Takengon) 

Gambar 4.2 tersebut menunjukkan bahwa batas sebelah timur dari Kampus 

Universitas Gajah Putih Takengon sangat dekat dengan pemukiman warga 

penduduk. Yang mana warga penduduk sangat sulit untuk melepaskan hak tanahnya 

sebagai rencana perluasan dari kampus Universitas Gajah Putih Takengon. 

Setelah melihat dari batas timur dan batas barat dari area kampus Universitas 

Gajah putih Takengon. Maka, rencana dalam perluasan sangat suka untuk dijalankan 

dan akan mengalami masalah yang rumit dalam pelaksanaanya. Menimbang dari 

kesulitan dan kendala yang akan dilewati. Maka, perlu kebijakan yaitu pengadaan 

tanah baru untuk pengembangan Universitas Gajah Putih Takengon. 
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Prosedur pengadaan tanah untuk pengembangan Universitas Gajah Putih 

Takengon, meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1. Penetapan Lokasi 

Sebelum melaksanakan pembebasan lahan atau tanah untukpengembangan 

Universitas Gajah Putih, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melakukan penetapan 

lokasi. Penetapan lokasi ini didasarkan padarencana proyek yang akan dibangun 

disertai keterangan mengenaiaspek pembiayaan dan jangka waktu pelaksanaan 

pembangunan. Mekanisme penetapan lokasi pembebasan lahan atau tanah untuk 

pengembangan Universitas Gajah Putih dilakukan dengan mengajukan permohonan 

kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh T engah. Permohonan tersebut 

dilengkapi dengan keterangan mengenai: 

a. lokasi tanah yang diperlukan; 

b. luas dan gambar kasar tanah yang diperlukan; 

c. penggunaan tanah pada saat permohonan diajukan; 

d. uraian rencana proyek yang akan dibangun disertai keteranganmengenai 

aspek pembiayaan, lamanya pelaksanaanpembangunan. 

Setelah permohonan itu diajukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh 

Tengah, maka dilakukan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Aceh Tengah untuk melakukan penelitian mengenai 

kesesuaian peruntukan lahan atau tanah. 

Selanjutnya Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah akan melakukan 

inventarisasi lahan atau tanah yang terkena proyek pengembangan Universitas Gajah 

Putih. Bagian yang krusial dalam mekanisme program pembebasan lahan untuk 

16/41992.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



80 

pengembangan Universitas Gajah Putih adalah inventarisasi lahan. Inventarisasi 

lahan dilakukan di Kampung Blang Bebangka Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh 

Tengah. 

2_ Pembentukan Tim 

Setelah melakukan penetapan lokasi, maka dibentuklah Tim Pelaksana 

Pembebasan Tanah untuk Lokasi Pengembangan Universitas Gajah Putih 

Takengonberdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 125ATahun 

2013 tanggal 9 Agustus 2013 tentang Pembentukan TirnPelaksana Pembebasan 

Tanah untuk Lokasi Pengembangan Universitas Gajah Putih Takengon. 

Adapun susunan Tim Pelaksana Pembebasan Tanah untukLokasi 

Pengembangan Universitas Gajah Putih Takengon adalah sebagai berikut: 

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah sebagai penanggung jawab 

2. Asisten Tata Praja Setda Aceh Tengah sebagai ketua 

3 Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Aceh Tengah sebagai sekretaris 

4. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tengah sebagai anggota 

5. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tengah sebagai anggota 

6_ Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tengah sebagai anggota 

7. Camat Pegasing sebagai anggota 

8. Reje Kampung Blang Bebangka sebagai anggota 

9_ Rektor Universitas Gajah Putih sebagai anggota 

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah tersebut,maka Tim 

Pelaksana Pembebasan Tanah untuk Lokasi Pengembangan Universitas Gajah Putih 

Takengon melaksanakan tugas sebagai berikut: 
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1. Mencari, meneliti, memilih dan menetapkan lahan untuk lokasi 

Pengembangan Universitas Gajah Putih Takengon; 

2. Melaksanakan pembebasan tanah hak milik seluas 20.000 M2 dengan surat 

keterangan tanah terletak di Kampung Blang Bebangka Kecamatan Pegasing; 

3. Mempersiapkan kelengkapan administrasi peralihan tanah; 

4. Melaksanakan proses peralihan tanah; 

5. Melaporkan pelaksanaan tugas dimaksud angka 1 sampai dengan angka 4 

tersebut di atas kepada Bupati Aceh Tengahmelalui Sekretaris Daerah. 

Dalam melakukan tugas tersebut di atas, Tim PelaksanaPembebasan Tanah 

untuk Lokasi Pengembangan Universitas Gajah Putih Takengon perlu 

mempertimbangkan kriteria-kriteria sebagai berikut: 

a. Status hukum kepemilikan lahan adalah jelas dan tidak sedang dalam sengketa 

b. Luas dan harga lahan rasional dan dapat dijangkau denganalokasi dana yang 

tersedia 

c. Lahan yang dipilih prospektif untuk dimanfaatkan sesuai peruntukkannya. 

3. Survei Lokasi 

Setelah terbitnya Surat Keputusan Bupati Pontianak Nomor 125A Tahun 2013 

tanggal 9 Agustus 2013 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pembebasan Tanah 

Untuk Lokasi Pengembangan Universitas Gajah Putih Takengon, selanjutnya 

dilakukan survei lokasi untuk Pengembangan Universitas Gajah Putih Takengon. 
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Penunjukan ini dilakukan agar terdapat menegaskan tentang tanda batas (lokasi) 

Pengembangan Universitas Gajah Putih Takengon. 

Dalam pelaksanaan pengukuran bidang tanah, baik yangmempunyai sertifikat 

maupun yang belum mempunyai sertifikat,baik yang dikuasai oleh masyarakat atau 

instansi pemerintah,berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

danPeraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 

3 Tahun 1997 yang menyatakan: semua bidang-bidangtanah tersebut harus 

mempunyai tanda batas yang telahdiukur. 

Penegasan tanda batas tersebut diumumkan kepada pemiliktanah melalui 

media massa dan pamfletyang ditempel pada Badan Pertanahan Kabupaten Aceh 

Tengah Kemudian baru dilakukan pemasangan tanda batas agar masmg­

masingpemilik tanah mengetahui bahwa tanahnya terkena lokasipembebasan tanah 

pada lokasi Pengembangan Universitas Gajah Putih Takengon. Pemasangan tanda 

batas ini 

melibatkan Camat Pegasing dan Reje Kampung Blang Bebangka. 

4. Rapat Tim dengan Pemilik Tanah 

Setelah dilakukan survei dan penetapan tanda batas lokasi Pengembangan 

Universitas Gajah Putih Takengon, maka Tim Pelaksana Pembebasan Tanah 

melakukan rapatdengan pemilik tanah yang tanahnya terkena pembangunan 

Pengembangan Universitas Gajah Putih Takengon.Dalam rapat Tim Pelaksana 

Pembebasan Tanah dengan pemilik tanah dibahasmengenai tujuan dilakukannya 
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Pengembangan Universitas Gajah Putih Takengon dan besarnya ganti rug1 yang 

diberikan kepada pemiliktanah. 

5. Kesepakatan (Musyawarah) 

Setelah tahapan-tahapan di atas dilakukan, maka tahapanterakhir dari proses 

pengadaan tanah untuk Pengembangan Universitas Gajah Putih Takengon adalah 

kesepakatan (musyawarah)mengenai nilai harga tanah yang diberikan oleh Tim 

PelaksanaPembebasan Tanah kepada pemiliktanah yang terkena dampak 

pembangunan.Harga ganti rugi tanah untuk Pengembangan Universitas Gajah Putih 

Takengon di Blang Bebangka terdiri dari 2 (dua) klasifikasiyaitu : 

I. Tanah tapak rumah ditetapkan seharga Rp 150.000,- permeter persegi (M 2) 

Tanah tapak rumah yang dibebaskan seluas 225 M2 diberikan biaya ganti rugi 

sebesar Rp.33.750.000,-(tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu 

rupiah). 

2. Tanah kebun ditetapkan seharga Rp. 75.000,- permeter persegi. Tanah kebun 

yang dibebesakan seluas 19.775 M2 dandiberikan biaya ganti rugi sebesar Rp. 

1.483.125.000,- (Satu milyar em pat ratus delapan puluh tiga juta seratus dua 

puluh lima ribu rupiah). 

Berkenaan dengan pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk 

Pengembangan Universitas Gajah Putih Takengon, apabila nilaiganti rugi yang telah 

ditetapkan oleh Bupati tidak diterima oleh masyarakat, maka mereka dapat 

mengajukan banding kepadaGubernur. Namun apabila Gubernur tidak menerima 

banding tersebut,maka dapat dicabut hak dari pemegang hak atas tanah 
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tersebutmelalui Peraturan Presiden dan kepada masyarakat yang masih keberatan 

terhadap pencabutan hak tersebut, masih diberikan upaya melalui peradilan 

E. Kendala-Kendala yang Timbul dalam Proses Pengadaan Tanah 

Dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pengembangan Universitas Gajah 

Putih Takengon ternyata tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, bahkan dalam 

kenyataannya banyak mengalami kendala. Berdasarkan rangkuman hasil wawancara 

dengan para informan, diketahui kendala-kendala secara yuridis dan empiris sebagai 

berikut: 

1. Kendala Yuridis 

Dalam proses pengadaan tanah bagi pelaksanaanpembangunan untuk 

kepentingan umum, peraturan perundang-undanganyang dibuat pemerintah terkesan 

mengenyampingkanhak-hak masyarakat. Hal m1 dapat dilihat dari upaya 

pemerintahyang dapat melakukan konsinvasi apabila masyarakat merasakeberatan 

untuk melepaskan hak atas tanahnya yang terkena pembangunan untuk kepentingan 

umum. 

Dengan demikian, timbul pemaksaan dari peraturan perundang-undangan 

yang dibuat oleh pemerintah untuk mengambil hak atas tanah yang dimiliki oleh 

masyarakat. Padahaltujuan daripada kebijakan adalah untuk memberikan 

kepastian,manfaat, maupun keadilan. Namun dalam prakteknya, kebijakan 

lebihditekankan sebagai alat pemaksa bagi penguasa. 

Pandangan pemerintah bahwa tanah berfungsi sosial.Arti hak milik 

mempunyai fungsi sosial ini ialah hak milik yang dipunyai oleh seseorang tidak boleh 
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digunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau perseorangan, melainkan juga 

harus memperhatikan kepentingan masyarakat umum.Hal tersebut didasarkan pada 

pemikiran bahwa hak milik atas tanah tersebut perlu dibatasi dengan fungsi sosial 

dalam rangka mencegah penggunaan hak milik yang tidak sesuai dengan fungsi dan 

tujuannya 

Sebagian besar rakyat Indonesia tinggal di desa-desa, dan sumber 

penghasilannya dari tanah pertanian Pandangan hidup rakyat khususnya di desa-desa, 

secara sosiologis bahwa tanah adalah segala-galanya, sumber segala penghidupan dan 

kehidupan masih tetap berakar dari tanah leluhur mereka. Jika tenaga dan modal telah 

dikeluarkan selama bertahun-tahun dalam penggarapan sebidang tanah, baik itu tanah 

negara atau daerah atau perkebunan atau kehutanan, dan tanah-tanah BUMN atau 

BUMD, lahirlah anggapan bahwa tanah itu '"milik"nya, sebagaimana anggapan 

orang-orang tua mereka terdahulu. Ketentuan-ketentuan yuridis formal ternyata tidak 

dapat menjangkau pandangan ini. 

Inilah yang menjadi tantangan utama institusi publikkenegaraan dan 

kemasyarakatan dalam membangun dan memfungsikan kebijakan yang adil, pasti, 

serta bermanfaat Selain itu, masalah pencabutan hak at as tanah yang tertuang dalam 

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tidak secara tegas memperinci soal 

pengaturan ganti rugi terhadap tanah-tanah yang sebelumnya dikuasai masyarakat 

Namun yang diatur hanyaapabila pemilik tanah tidak mau melepaskan haknya 

sementara pembangunan tidak bisa dilaksanakan di tempat lain, makapemerintah 

menempuh proses musyawarah. Yang menjadi kekhawatiran dan paling tragis adalah 

klausul penetapan ganti rugi sepihak. Apabila upaya musyawarah tidak membuahkan 
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kesepakatan, rnaka pernerintah rnelalui panitia atau tim pengadaan tanah akan 

rnenetapkan bentuk dan besarnya ganti rugi hinggan rnenitipkan ganti rugi uang 

kepada pengadilan negeri seternpat. 

Kebij akan pernerintah terhadap rnasalah pertanahan tarnpaknya cenderung 

represif Kekuasaan cenderung dan bahkan selalu rnenggunakan otoritasnya dengan 

alasan kepentingan urnurn. Dengan dalih untuk kepentingan rnasyarakat tersebut, 

pernerintah rnelegalkan pencabutan hak atas tanah rnelalui peraturan tersebut. 

Pertanyaannya, apakah peraturan ini tidak bertentangan dengan hak asasi rnanusia 

dalarn hal kepernilikan pribadinya. Tentu saja kalau rnernang hal itu benar-benar 

untuk kepentingan urnurn atau rnasyarakat banyak, tidak rnenjadi soaluntuk 

diarnbilnya hak atas tanah rnasyarakat tersebut. Itupun harus dilakukan dengan cara 

transaksi yang biasa atau ganti rugi yang wajar 

2. Kendala Ernpiris 

Selain kendala yuridis yang tirnbul dari pelaksanaan pengadaan tanah untuk 

Pengernbangan Universitas Gajah Putih Takengon, berikut ini akan diungkapkan 

kendala secara ernpirisnya antara lain: 

a. Tidak jelasnya tanda batas kepernilikan tanah 

Tidak jelasnya sebagian tanda batas kepernilikan tanah rnenirnbulkan kendala 

dalarn proses pernbebasan tanah untuk pengernbangan Universitas Gajah 

Putih Takengon. Pentingnya tandabatas tanah atau patok bidang tanah untuk 
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menghindari terjadinya over/aping terhadap batas-batas tanah yang sudah 

dilakukan pengukuran oleh Tim Pelaksana Pembebasan Tanah. 

b. Status tanah yang belum jelas 

Status tanah dari warga masyarakat yang lahannya atau tanahnya terkena 

dampak pengembangan Universitas Gajah Putih Takengon masih ada yang 

tidak memiliki sertifikat. Wargamasyarakat yang lahan atau tanahnya terkena 

pengem-bangan Universitas Gajah Putih Takengon yang tidak memiliki 

sertifikattanah berjumlah 11 (sebelas) orang. Hal ini menimbulkan kesulitan 

dalam proses inventarisasi. Padahal Pemerintah telah menetapkan keharusan 

pengurusan sertifikat berdasarkanUndang-Undang Pokok Agraria No. 5 

Tahun 1960 (UUP A) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah bahwa semua bidang tanah harus didaftarkan ke Kantor 

Agraria atau BPN setempat. Berkenaan dengan pelaksanaan pembebasan 

tanah untuk pengem-bangan Universitas Gajah Putih Takengon, maka akan 

sangatberpengaruh pada nilai atau nominal ganti rugi yang diberikan kepada 

pemilik tanah. Hal ini sangat jelas mengingat bagi pemilik tanah yang telah 

memiliki sertifikat tentu harga ganti rugi yang diberikan lebih tinggi dari pada 

pemilik tanah yang tidak memiliki sertifikat. 

c. Tidak dibentuknya Tim Penilai Harga Tanah 

Dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pengembangan Universitas Gajah 

Putih Takengon, seharusnya dibentuk Tim Penilai Harga Tanahyang berfungsi 

untuk melakukan penilaian terhadap harga tanah masyarakat yang terkena 

dampak pengembangan Universitas Gajah Putih Takengon. Hal ini penting 
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dilakukan untuk membuat standarisasi dari nilaiharga tanah yang diberikan 

kepada pemilik hak atas tanah yangterkena dampak pengembangan 

Universitas Gajah Putih Takengon. Namun dalam kenyataannya, Tim Penilai 

Harga Tanah untuk pengembangan Universitas Gajah Putih Takengon tidak 

pernah dibentuk sehingga tidak ada standarisasi nilai gantirugi yang diberikan 

kepada pemilik hak atas tanah dan terkesan menekan pemilik hak atas tanah. 

d. Belum adanya kesepakatan harga dengan pemilik tanah 

Pelaksanaan pembebasan tanah untuk pengembangan Universitas Gajah Putih 

Takengon belum ada kesepakatan harga mengenai ganti rugi dengan pemilik 

tanah. Ketidak sepakatan tersebut, menurut hasil observasi penulis terletak 

pada perbedaan sudut pandang. Tim PelaksanaPembebasan Tanah lebihmene­

kankan pada data yang diberikan oleh Kantor Pajak Kabupaten Aceh Tengah 

dengan memperhatikan Nilai Jual BeliObjek Pajak Bumi dan Bangunan 

(NJOP) tahun terakhir untuktanah yang bersangkutan.Sedangkan masyarakat 

lebih melihat pada peruntukan tanah dengan pengertian tanah mereka terletak 

pada posisistrategis, sehingga dengan dibangunnya Universitas Gajah Putih 

Takengon maka harga tanah mereka akan mengalami kenaikan, sehingga 

mereka relatif tidak menerima pembayaran yang ditetapkan oleh pemerintah 

dan meminta ganti kerugian tanah denganharga Rp. 350.000,- permeter 

persegi. Karena perbedaan pandangan mengenai harga tersebut menimbulkan 

kendala dalam pengembangan Universitas Gajah Putih Takengon. 
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Permasalahan dalam pengadaan tanah dapat terkait secara langsung dengan 

proses pengadaan tanahnya sejak perencanaan hingga penyerahan, maupun dampak 

tidak langsung dari kesejajaran nilai tanah yang telah digantikan dengan uang atau 

lainnya. Dibanding harta lainnya yang dapat dimiliki manusia, secara umum 

kepemilikan tanah memiliki keterikatan lebih luas dan menyangkut banyak pihak 

dibanding dengan kepemilikan harta benda lainnya 

Logika sederhana dapat menunjukkan bahwa kepemilikan tanah biasanya 

merekam historis dan asal usul atau bahkan sejarah suatu keluarga atau kelompok 

masyarakat, menyangkut pula unsur garis pewarisan, batas kepemilikan tanah dengan 

pihak-pihak lain, dan kualitas atau harga tanah yang sangat variatif sesuai persepsi 

pribadi pemilik tanah maupun taksiran harga umum sesuai kondisi setempat. 

Sehingga sebenarnya menangani pelepasan tanah jika bukan atas kesadaran dan 

kemauan secara suka rela pemiliknya, namun lebih karena diminta untuk kepentingan 

umum dalam pembangunan, maka menjadi hal yang sangat kompleks, rumit dan 

perlu hati-hati diselesaikan meski telah ada skema bermacam bentuk pemberian ganti 

rugi sekalipun, hingga mekanisme musyawarah, keberatan, dan tuntutan melalui 

pengadilan. 

Meski RUU Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 

telah disahkan, problem mendasar dari pengadaan tanah yang berpotensi melahirkan 

konflik di masyarakat tetap perlu menjadi pusat perhatian.Meskipun masih dibahas 

melalui paradigma Perpres 55 Tahun 1993, dari proyeksi pembangunan hukum 

pertanahan pasca reformasi masih memiliki relevansi sebagai bahan pemahaman 
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mengapa dalam pengadaan tanah masih kerap memunculkan konflik dan problem di 

masyarakat. Hal tersebut dapat diamati setidaknya dari keadaan sebagai berikut : 

1. masyarakat terkadang tidak mempunyai posisi runding (bergaining position) 

yang seimbang, secara psikologis masyarakat berada di bawah tekanan pihak 

penguasa. 

2. Penentuan bentuk dan besarnya ganti rugi dianggap oleh masyarakat tidak 

layak, dalam arti bahwa ganti rugi itu tidak dapat digunakan untuk 

mempertahankan tingkat kesejahteraan sosial ekonominya, bahkan tingkat 

kesejahteraan sosial ekonominya menjadi lebih buruk jika dibandingkan 

keadaan sebelum tanahnya dicabut atau dibebaskan haknya. 

3. Batasan tentang pengertian kepentingan umum yang dijadikan dasar 

pengadaan tanah ini sangat abstrak, sehingga menimbulkan penafsiran yag 

berbeda-beda dalam masyarakat. Akibatnya terjadi "ketidakpastian hukum" 

dan dapat menjurus pada munculnya konflik. 

4. Penggantian kerugian hanya terbatas bagi masyarakat pemilik tanah ataupun 

penggarap tanah,yang berarti ahli warisnya. Ketentuan ini tanpa memberikan 

perlindungan terhadap warga masyarakat yang bukan pemilik, seperti 

penyewa atau orang yang mengerjakan tanah, yang menguasai dan menempati 

serta yang menggunakan tanah. Di samping itu terhadap hak ulayat yang 

dibebaskan untuk kepentingan umum, bagi masyarakat adat tersebut belum 

dilindungi dan belum mendapat kontribusi dari pembangunan itu, serta 
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recognisi sebagai ganti pendapatan, pemanfaatan dan penguasaan hak ulayat 

mereka yang telah digunakan untuk pembangunan 

5. Musyawarah untuk mencapa1 kesepakatan, harus dilakukan dengan 

perundangan yang benar, saling mendengar dan saling menerima pendapat, 

berdasarkan alur dan patut, berdasarkan sukarela antara para pihak tanpa 

adanya tekanan psikologis yang dapat menghalangi proses musyawarah 

tersebut. 

6. Pengaturan tentang permukiman kembali tidak diatur lebih lanjut, sehingga 

permukiman kembali itu dilaksanakan hanya sekedar memindahkan warga 

masyarakat yang terkena proyek pembebasan dari tempat yang lama ke 

tempat yang baru, tanpa diikuti dengan kegiatan untuk memulihkan kehidupan 

sosial ekonomi mereka. Upaya untuk memulihkan kegiatan ekonomi mereka 

dengan memperhitungkan kerugian yang dialami oleh warga yang terkena 

dampak pembebasan tanahnya, bagi warga masyarakat yang sebelumnya 

tanah adalah merupakan aset yang berharga, sebagai tempat usaha, bertani, 

berkebun dan sebagainya, terpaksa kehilangan aset ini, karena mereka 

dipindahkan ke tempat permukiman yang baru. 

7. Setiap perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan tentang menentukan 

bentuk dan besarnya ganti rug1 perlu adanya pemikiran bahwa 

penyelesaiannya yang paling utama harus dilakukan dengan penyelesaian 

ADR (Alternative Dispute Resolution), yaitu melalui musyawarah, negosiasi 

dan mediasi, jika cara ini tidak membuahkan hasil, maka penyelesaian baru 

melalui proses yudisial ke pengadilan. 

16/41992.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



92 

8. Panitia pencabutan hak-hak atas tanah harus juga bertanggung jawab terhadap 

upaya pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkena dampak 

pembebasan. 

F. Upaya Pemerintah Mengatasi Kendala Pengadaan Tanah 

Dalam mengatasi masalah yang ditimbulkan dari pengadaan tanah perlu 

beberapa solusi untuk mengatasinya, yaitu: 

1. Musyawarah 

Seperti yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan yang telah 

ditetapkan tetang musyawarah maka musyawarah antara Pemerintah setempat 

sangatlah penting dilakukan Musyawarah ini mengikutsertakan pihak instansi 

terkait dengan masyarakat yang terkena perluasan pengadaan tanah. Dalam 

proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum,sebaiknya mempertimbang­

kan hak-hak pemilik tanah mengingat selama ini aturan hukum yang mengatur 

masalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum terkesan tidak berpihak 

kepada pemilik tanah.Didalam musyawarah ini juga sangat penting dilakukan 

yaitu menghilangkan kesan mengenyampingkan kepentingan masyarakat 

setempat atau pihak yang terkena pembangunan kepentingan umum tersebut 

penting untuk dilakukan. 

2. Pemberian Ganti Kerugian 

Pemberian ganti kerugian yang pantas berupa uang atau lokasi tanah yang 

baru beserta dengan ketersediaan bangunan yang baru sesuai dengan jalannya 
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musyawarah yang telah disepakati bersama oleh Pemerintah Daerah setempat 

maupun pihak instansi terkait 

3. Sosialisasi 

Penjelasan tentang pentingnya bangunan yang akan dibangun di atas tanah 

pemilik atau pihak yang terkena pembangunan umum tersebut. 

4. Pembentukan Tim Pengurusan Tanah 

Pentingnya pembentukan Tim dalam hal bukti kepemilikan tanah yang sah. 

Pemerintah Daerah dan instansi terkait sebaiknya membentuk sebuah tim 

yang berguna untuk menyelesaikan surat atau bukti kepemilikan tanah yang 

terkena pembangunan kepentingan umum tersebut. Juga perlu dibentuknya 

tim sebagai survei harga atau nilai tanah yang terkena pembangunan. Hal ini 

sangat penting mengingat banyaknya ragam harga yang ditentukan masing­

masing oleh pemilik tanah. 

5. Peraturan dan Undang-undang 

Untuk memperkuat aturan hukum mengena1 pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum sebaiknya diatur dengan undang-undang.Hal m1 sangat 

penting mengingat kedudukan undang-undang lebih tinggi dari pada Peraturan 

Presiden. 

Peraturan pelaksana Perpres 36 tahun 2005 yang sudah direvisi dengan 

Perpres Nomor 65 tahun 2006 seharusnya memuat hal-hal yang bersifat teknis dan 

operasional seperti: 
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a. Administrasi pengadaan tanah, bentuk baku berita acara, blanko surat 

menyurat, dsb 

b. Tata car a pengadaan tanah, mekanisme penyuluhan, 

pengumuman,musyawarah dan penetapan ganti rugi serta pelaksanaan 

pemberian ganti rugi termasuk mengenai mekanisme konsinvasi 

c. Tata cara penyelesaian permasalahan pengadaan tanah 

Disamping peraturan pelaksanaan tersebut di atas, Perpres Nomor 65 tahun 

2006 perlu disempurnakan terutama • 

a. Pasal 6 ayat 5 mengenai susunan keanggotaan panitia Pengadaan tanah 

terdiri atas unsur perangkat daerah dan unsur BPN. Sebaiknya ada wakil 

pemilik tanah, hal ini untuk menghindari pengusulan ganti rugi yang 

sifatnya sepihak. Pola ini akan meminimalisasi perbedaan besarnya ganti 

rugi yang diusulkan dalam musyawarah, menerapkan asas kesetaraan 

dalam proses yang lebih dini. 

b. Pasal 9 ayat (2) mengenai kuasa dari pemilik tanah, harus ada kriteria 

yang membolehkan untuk bertindak sebagai kuasa, misalnya ditentukan 

adanya hubungan darah dengan pemilik tanah sehingga profesi tertentu 

seperti pengacara atau LSM tidak bisa bertindak sebagai kuasa; 

c. Pasal 10 ayat 1 mengenai jangka waktu musyawarah 120 hari, sebaiknya 

jangka waktu tidak perlu diatur, tetapi intensitas dari musyawarah itu yang 

perlu ditingkatkan dan tercapainya komunikasi dua arah antara pemilik 

tanah dan Pemerintah atau Pemerintah daerah. 

16/41992.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



95 

d. Pasal 1 angka 12 menyebutkan bahwa Lembaga atau Tim Penilai harga 

Tanah adalah lembaga atau tim yang profesional dan independen Dalam 

pasal 15 disebutkan bahwa lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah 

ditunjuk oleh Panitia dan ditetapkan oleh Bupati atau Walikota. Siapa 

yang membentuk Lembaga atau Tim Penilai itu dan terdiri dari berapa 

anggotanya tidak diatur. Tugas lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah ini 

sudah dibatasi oleh pasal 15 ayat 1 huruf a yang mengatur bahwa dasar 

perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas NJOP atau nilai 

sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan, dan penentuan 

besarnya ganti rugi tetap menjadi wewenang Panitia Pengadaan Tanah 

dalam bentuk keputusan Panitia. Sehingga tugas lembaga atau Tim Penilai 

Harga Tanah ini cukup dirangkap oleh Panitia Pengadaan tanah, sehingga 

keberadaan lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah adalah sesuatu yang 

memperpanjang tata cara operasional sehingga perlu ditinjau kembali. 
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A. Kesimpulan 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Semua materi yang diangkat diharapkan mampu menjawab permasalahan 

yang acap kali timbul dalam proses pengadaan tanah oleh pemerintah sehingga 

pembangunan yang berintikan pada kemakmuran dan keadilan dapat terwujud. 

Kasus tanah menjadi masalah di beberapa daerah. Bagi para petani tanah 

merupakan alat produksi, tumpuan harapan, di mana kehidupan diandalkan. Persoalan 

tanah selalu menjadi masalah: menyangkut pembebasan lahan, spekulan akan 

bermain dan menggetok harga yang tidak masuk aka!. Akibatnya pembangunan pun 

berhenti karena harga tidak masuk pada perencanaan yang sudah dibuat.Hal yang 

perlu diperhatikan lagi adalah bahwa dengan masih banyaknya tanah-tanah 

bermasalah, harus diselesaikan oleh pemerintah demi untuk lancarnya mata rantai 

ekonomi. 

Dalam Pengadaan tanah ini Pemerintah Daerah mengambil kebijakan yang 

mengacu kepada perpres 65 tahun 2006 dengan 7 item. Ke 18 item cakupan 

pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut adalah meliputi yaitu: 

1. Pertahanan dan keamanan nasional 

2. Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, 

dan fasilitas operasi kereta api 

3. Waduk, bendungan, bending, trtgast, saluran atr mtnum, seluran 

pembuangan air dan sanitasi, bangunan pengairan lainnya 
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4. Pelabuhan, Bandar udara, dan terminal 

5 Infrastruktur minyak, gas dan panas bumi, meliputi transmisi dan atau 

distribusi minyak, gas dan panas bumi 

6 Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik 

7. Jaringan telekomunikasi and informatika 

8. Tempat pembuangan dan pengolahan sampah 

9. Rumah sakit pemerintah atau pemerintah daerah 

10. Fasilitas keselamatan umum 

11. T em pat pemakaman umum pemerintah a tau pemerintah daerah 

12. Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik 

13. Cagar a lam dan eagar budaya 

14. Kantor pemerintah a tau pemerintah daerah dan de sa 

15. Penataan pemukiman kumuh perkotaan dan atau atau konsolidasi tanah, 

serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status 

sew a 

16. Prasarana pendidikan atau sekolah pemerintah atau pemerintah daerah 

17. Prasarana olah raga Pemerintah atau Pemerintah Daerah 

18. Pasar umum dan lapangan parkir umum. 

Berdasarkan penelitian dan uraian baik secara yang telah dilakukan secara 

langsung maupun secara teori bahwa mengingat jumlah peserta mahasiswa di kampus 

Universitas Gajah Putih semakin bertambah tiap tahunnya. Maka, perluasan area 
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untuk kampus Universitas Gajah putih di Takengon Aceh tengah sebaiknya 

dilakukan Menimbang jika peluasan kampus tersebut dilakukan, maka akan dapat 

menampung tambahan jumlah mahasiswa yang terus bertambah setiap tahunnya. 

Ditinjau dari segi mutu pendidikan di Universitas Gajah putih dapat 

ditingkatkan dengan dilakukannya perluasan area perkampusan. Karena dengan 

dilakukan perluasan area perkampusan maka rencana dari Universitas Gajah Putih 

dalam membentuk Fakultas atau jurusan baru akan terwujud. Dipandang dari fakultas 

baru harus memiliki lahan yang baru pula dan sangat pantas apabila masih dalam satu 

ruang lingkup area perkampusan di Universitas Gajah Putih. 

Dalam rencana perluasan ini menjadi tidak efektif karena jika dilakukan 

perluasan, maka masyarakat penduduk sekitar akan terkena dampak penggusuran. 

Jika menyangkut dalam penggusuran tempat penduduk sekitar akan terjadi kendala 

yang sangat banyak, mulai dari ketidaksetujuan, prates, harga yang beragam maupun 

ukuran kepemilikan tanah yang tidak jelas. 

Menimbang sempitnya area Universitas Gajah Putih Takengon dan banyaknya 

permasalahan yang ditimbulkan jika perluasan kampus dilakukan karena berbatasan 

langsung dan dekat dengan area perumahan penduduk. Maka, perlu kebijakan 

pemerintah dalam pengadaan tanah demi pengembangan kampus Universitas Gajah 

Putih Takengon perlu dilakukan. Dengan menyediakan tanah sebagai pengembangan 

Universitas Gajah Putih Takengon, hal ini dapat mengatasi masalah didalam hal 

bertambahnya jumlah peserta mahasiswa di kampus tersebut. 

Dengan diadakannya pengadaan tanah untuk Universitas Gajah Putih 

Takengon, juga dapat mengatasi masalah yang berkaitan dengan rencana pengadaan 
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Fakultas jurusan baru di Universitas Gajah Putih Takengon. Fakultas atau jurusan 

baru ini sangat erat kaitanya dengan gedung baru. Yang mana dengan gedung baru 

akan menjadikan proses belajar mengajar mahasiswa dan dosen akan berjalan dengan 

baik. 

Pengadaan tanah untuk Universitas Gajah Putih Takengon sangat mendukung 

kuantitas dan kualitas dari kampus tersebut Dengan banyaknya daya tampung 

jumlah mahasiswa dan jumlah fakultas atau jurusan akan menjadi daya tarik bagi 

calon mahasiswa baru nantinya. Maupun dari segi kualitas akan meningkat 

dikarenakan daya saing yang terus terjadi antar fakultas satu dengan fakultas lainnya. 

Juga adalah salah satu daya tarik bagi para tenaga pengajar yang memiliki potensi 

yang baik untuk mencalonkan diri sebagai tenaga pengajar di Universitas Gajah Putih 

Takengon 

Dalam terdapatnya masalah yang dihadapi dalam pengadaan tanah bagi 

Universitas Gajah Putih Takengon. Maka dapat dilakukan dengan pembahasanya 

yaitu 

l. Identifikasi Masalah 

Penyelasaian masalah pengadaan laban sangat ditentukan oleh keinginan 

rakyat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan, serta kemampuan 

pemerintah untuk memberikan pemahaman atau pengertian betapa perlunya tanah 

untuk pembangunan. Kurangnya pemahaman aparat pemerintah terhadap kultur 

masyarakat setempat mengakibatkan tidak lancarnya proses penyelesaian pengadaan 

lahan. Perlu diinformasikan kepada rakyat bahwa tanah itu dibutuhkan karena akan 
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digunakan untuk keperluan pembangunan yang pada akhirnya akan dapat 

menyejahterakan masyarakat. 

Kendala yang ditemukan dalam pengadaan tanah ini adalah: 

a. Kurangnya sosialisasi Pemerintah setempat dan pihak terkait terhadap 

masyarakat tentang pentingnya bangunan yang akan dibangun yaitu terkait 

terhadap peningkatan ilmu pengetahuan dan pendidikan 

b. Belum adanya pemberitahuan kepada masyarakat yang terkena pengadaan 

tanah tentang penggantian kerugian atas tanah mereka yang tergusur 

c. Belum jelasnya batas-batas tanah yang dimiliki masyarakat 

Maka dari permasalahan yang terdapat di atas dilakukan dengan: 

a. Kerap dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang penggantian 

ganti rugi dan pentingnya 

b. Mendekati pamong masyarakat setempat agar proses pendekatan kepada 

masyarakat yang lain menjadi lebih mudah 

c Meminta bantuan dari pihak pertanahan daerah atau BAPPEDA untuk 

mengukur dan mentukan batas-batas kepemilikan tanah. 

2. Pemecahan Masalah 

Jika dipandang dari segi Aspek Sosiologis Rakyat Indonesia. Penyelesaian 

sengketa hak atas tanah yang terjadi sekarang ini tidak dapat diatasi hanya dari segi 

yuridis formal belaka, tetapi juga harus mempertimbangkan pandangan yang hidup 

dari masyarakat tersebut. Faktor-faktor sosial ekonomi para penggarapnya yang 
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secara turun temurun telah hidup dari tanah tersebut, sehingga mereka yakin bahwa 

mereka tidak bisa hidup tanpa tanah. 

supaya tidak melanggar hak pemilik tanah, pengadaan tanah atau lahan dilakukan 

dengan memerhatikan prinsip-prinsip kepentingan umum (public interest) sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dari segi Aspek kebutuhan Kampus Universitas Gajah Putih Takengon 

diperlukanKomunikasi yang bagus antara lembaga pemerintah terkait dengan pemilik 

tanah.Kewenangan pengadaan lahan kini ada di tangan BPN. Tahapan proses 

pengadaan tanah dimulai dari inventarisasi kepemilikan, penilaian ganti rugi, 

musyawarah penetapan ganti rugi, pemberian ganti rugi, dan pelepasan tanah instansi. 

Untuk menyelesaikan konflik tanah adalah melalui hukum yang adil, dan menerapan 

aturan yang ada. 

B. Saran 

Perlunya batas waktu negosiasi atas tanah atau lahan yang akan digunakan 

untuk proyek-proyek yang berkaitan dengan kepentingan umum, akan memberikan 

kepastian atas pelepasan hak atas tanah tersebut. 

Setiap rumusan undang-undang agar tercapai tujuan hukumnya (filsufis, 

sosiologis dan yuridis), mestinya memiliki pnnstp dasar sehingga undang-undang 

tersebut dirancang tidak terkesan sarat pada kepentingan individu semata. Oleh 

karena itu menarik, melihat tawaran beberapa prinsip. Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Sumardjono, perihal prinsip-prinsip hukum yang perlu 

diakomodasai dalam Peraturan Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan 
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Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pengadaan tanah harus dilaksanakan 

sesuai dengan asas-asas sebagai berikut: 

1. Asas kesepakatan yakni seluruh kegiatan pengadaan tanah dan Pemegang Hak 

Atas Tanah dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak yang 

memerlukan tanah dengan Pemegang Hak Atas Tanah. Kegiatan fisik 

pembangunan baru dapat dilaksanakan bila telah terjadi kesepakatan antara 

para pihak dan ganti kerugian telah diserahkan. 

2. Asas kemanfaatan, pengadaan tanah diharapkan mendatangkan dampak 

positif bagi pihak yang memerlukan tanah, masyarakat yang terkena dampak 

dan masyarakat luas. Manfaat dari hasil kegiatan pembangunan itu harus 

dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai keseluruhan 

3. Asas keadilan, kepada masyarakat yang terkena dampak diberi ganti kerugian 

yang dapat memulihkan kondisi sosial ekonomisnya, minimal setara dengan 

keadaan semula, dengan memperhitungkan kerugian terhadap faktor fisik 

maupun nonfisik. 

4. Asas kepastian, pengadaan tanah dilakukan menurut tata cara yang diatur 

dalam peraturan perundang-undangan sehingga para pihak mengetahui hak 

dan kewajibannya masing-masing. 

5. Asas keterbukaan, dalam proses pengadaan tanah, masyarakat yang terkena 

dampak berhak memperoleh informasi tentang proyek dan dampaknya, 

kebijakan ganti kerugian, jadwal pembangunan, rencana pemukiman kembali 

dan Iokasi pengganti bila ada, dan hak masyarakat untuk mencapai keberatan. 
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6. Asas keikutsertaan atau partisipasi, peran serta seluruh pemangku 

kepentingan dalam setiap tahap pengadaan tanah (perencanaan, pelaksanaan, 

evaluasi) diperlukan agar menimbulkan rasa ikut memiliki dan dapat 

meminimalkan penolakan masyarakat terhadap kegiatan yang bersangkutan. 

7. Asas kesetaraan, asas yang dimaksudkan untuk menempatkan posisi pihak 

yang memerlukan tanah dan pihak-pihak yang terkena dampak secara sejajar 

dalam pengadaan tanah. 

8. Minimalisasi dampak dan kelangsungan kesejahteraan sosial ekonomi, 

dampak negatif pengadaan tanah sedapat mungkin diminimalkan disertai 

dengan upaya untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat yang karena terkena 

dampak sehingga kegiatan sosial ekonominya tidak mengalami kemunduran. 

Dengan demikian, jika seluruh asas tersebut terakomodasi, dengan syarat awal 

terlebih dahulu memuat keseluruh asas-asas tersebut pada bagian awal pasal-pasalnya 

(misalnya dalam Pasal 2 Perpres Nomor 65 Tahun 2006), maka pasal tersebut akan 

menjadi payung hukum (umbrella act), untuk membuat pasal-pasal mekanisme 

pengadaan tanah guna kepentingan umum, yang tidak mengabaikan kepentingan 

pemegang hak atas tanah tersebut. Bukankah Salah satu prinsip dasar yang universal 

dalam pengambilalihan tanah oleh negara adalah bahwa "no private property shall be 

taken for public use without just and fair compensation". Dalam proses perolehan 

tanah tersebut hendaknya dapat memperhatikan prinsip-prinsip keadilan sehingga 

tidak merugikan pemegang hak atas tanah. 
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Lampiran I 

PEDOMAN WAWANCARA 

1. Ditujukan Kepada Ketua BAPPEDA 

a. Bagaimana Bapak mengetahui Informasi data kepemilikan tanah yang 

akan dibangun sebagai Kampus Universitas Gajah putih Tersebut? 

b. Apakah dalam pembabasan tanah ini banyak memiliki kendala atau 

masalah terhadap masyarakat? 

c Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan apabila masyarakat tidak 

setuju akan dilakukan tindakan pembangunan yang terkena tanah mereka 

tersebut '7 

d. Apakah dalam tindakan ini Aparat keamanan ditugaskan dalam membantu 

melancarkan kegiatan ini? 

e. Untuk logistik apa saja yang sangat di butuhkan anggota BAPPEDA 

dalam melakukan tindakan ini? 

f. Jikan dalam hal ini masyarakat masih dalam tindakan tidak setuju, apakah 

langkah yang harus diambil atau yang sudah dipersiapkan? 
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2. Ditujukan Kepada Staff BAPPEDA 

a Bagaimana keadaan di lokasi yang rencananya akan dibangun sebagai area 

kampus Universitas Gajah putih tersebut'7 

b. Seberapa banyakkah anggota tim yang diperlukan untuk melaksanakan 

dalam kegiatan ini'7 

c. Menurut atasan Anda, kapan kegiatan ini akan segera dilaksanakan? 

3. Ditujukan Kepada Warga masyarakat 

a. Apakah saudara mengetahui tentang perencanaan pembangunan ini'7 

b. Apakah saudara setuju dengan dengan pembangunan ini yang mana akan 

direncanakan dibangun di area tanah saudara'~ 

c Apa yang saudara inginkan agar saudara dapat melepaskan sebagian tanah 

saudara utnuk dilakukan pembangunan Universitas Gajah putih'7 

d Apakah dari pihak pemerintah setempat sudah melakukan hal sosialilsasi 

atau komunikasi kepada anda yang menurut saudara dapat mengganti 

kerugian dalam hal pembangunan ini? 
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